BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan mengenai konsep Restorative Justice dalam

penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer menunjukkan

bahwa:

1.

Penerapan konsep restorative justice dalam militer memerlukan penyesuaian
untuk mengakomodasi karakteristik unik seperti hierarki komando dan disiplin
ketat, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pemulihan korban dan
pelaku serta efektivitas operasional. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2024 menetapkan tindak pidana militer yang dapat diproses secara
restoratif, yaitu desersi, ketidakhadiran tanpa izin, dan kekerasan dalam rumah
tangga. Peran pelaku, korban, dan institusi militer sangat penting, di mana
pelaku harus bertanggung jawab dan korban berperan dalam komunitas militer.
Institusi militer harus menyediakan dukungan dan kerangka kerja yang
diperlukan, termasuk dukungan psikologis. Keberhasilan penerapan konsep
restorative justice bergantung pada kolaborasi semua pihak dan penghormatan
terhadap nilai-nilai militer, dengan tujuan tidak hanya menyelesaikan konflik
tetapi juga mencegah pelanggaran di masa depan dan memperkuat integritas

serta kehormatan institusi militer.
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2. Mekanisme penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana militer
memerlukan prosedur yang terstruktur melibatkan hakim, jaksa, dan institusi
militer sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2024 dan SEMA No. 2 Tahun 2024.
Prosesnya dimulai dari permintaan pelaku atau korban, diikuti oleh asesmen
hakim, serta tahapan dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan
pemulihan yang disetujui otoritas militer dan dapat memengaruhi sanksi
disiplin. Institusi militer berperan dalam menyediakan regulasi, membentuk
unit pendukung, dan menciptakan budaya restoratif. Namun, tantangan seperti
hierarki yang kuat dan kurangnya pemahaman aparat hukum memerlukan
sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan agar Restorative Justice dapat
diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan militer. militer yang lebih

humanis dan berorientasi pada pemulihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis

sebagai berikut:

1. Untuk memastikan keberhasilan penerapan konsep Restorative Justice dalam
lingkungan militer, perlu dilakukan penguatan regulasi internal TNI yang lebih
spesifik dan selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2024. Regulasi ini harus mencakup prosedur restoratif, peran masing-masing
pihak, serta batasan dalam penyelesaian perkara militer secara restoratif. Selain
itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat hukum
militer melalui pelatthan khusus tentang Restorative Justice, dengan

menekankan keseimbangan antara pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan
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kepentingan operasional militer. Implementasi ini juga perlu didukung oleh
layanan konseling dan dukungan psikologis bagi pihak yang terlibat, guna
memastikan bahwa proses restoratif berjalan efektif dan memberikan manfaat
bagi semua pihak dalam komunitas militer.

Untuk mendukung mekanisme penerapan Restorative Justice dalam peradilan
militer, diperlukan pembentukan unit khusus di dalam setiap kesatuan institusi
militer untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi proses restoratif, dapat
berperan dalam memberikan pendampingan hukum bagi korban dan pelaku,
melakukan asesmen kelayakan penerapan restorative justice, serta memastikan
bahwa kesepakatan yang dicapai tetap selaras dengan nilai-nilai disiplin dan
hierarki militer. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak
hukum militer melalui sosialisasi dan pelatihan berkala tentang konsep,
prosedur, dan manfaat Restorative Justice. Dengan adanya pendekatan yang
lebih sistematis dan dukungan dari pimpinan militer, mekanisme ini dapat
diintegrasikan secara lebih efektif dalam sistem peradilan militer, sehingga
menciptakan keseimbangan antara keadilan, pemulihan, dan ketertiban

institusional.
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